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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  bagaimana struktur corporate 
governance perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan 
konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Penelitian ini merupakan 
pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) dan 
Prawinandi et al. (2012).  

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan 
pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
SPSS release 16. Secara keseluruhan 40 sampel perusahaan jasa digunakan dalam 
penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan 
pengungkapan konvergensi IFRS dalam laporan laba rugi komprehensif adalah 
50,61%. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa struktur corporate 
governance yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi 
IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota komite audit dan 
jumlah rapat komite audit. Sementara itu, variabel jumlah anggota dewan 
komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, 
leverage, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi 
komprehensif. 

 

Kata kunci : Struktur corporate governance, Tingkat kepatuhan pengungkapan, 
Konvergensi IFRS, Laporan Laba Rugi Komprehensif. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyse  how corporate governance structures affect the 
level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of 
comprehensive income. This research is the development of a study conducted by 
Al Akra et al . (2010) and Prawinandi et al . (2012) . 

Data analysis method used is descriptive analysis method and hypothesis 
testing . Tests performed using SPSS release 16. Overall sample of 40 service 
companies used in this study. 

The results of this study showed that the average level of disclosure 
compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income is 50.61 
%. The results of multiple regression analysis showed that the structure of 
corporate governance which affect the level of disclosure compliance 
convergence of IFRS in statements of comprehensive income is the number of 
audit committee members and the number of audit committee meetings. 
Meanwhile, a variable number of commissioners, the proportion of independent 
commissioners, the number of commissioners meeting, leverage, liquidity, and 
profitability are not significantly influence with the level of disclosure compliance 
convergence of IFRS in statements of comprehensive income. 

 

Keywords : corporate governance structure , level of disclosure compliance, 
Convergence of IFRS , Statements of Comprehensive Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi 

internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau 

diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan 

tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, 

mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan 

pelanggan, supplier, investor, dan kreditor (Gamayuni, 2009). Untuk melindungi 

kepentingan stakeholders ini diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan 

wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat 

perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan 

(Prawinandi et al., 2012). 

Di Indonesia standar akuntansi keuangan berbasis IFRS mulai diterapkan 

sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012 penerapan dini standar akuntansi keuangan 

yang berbasis IFRS dianjurkan bagi perusahaan yang mau menerapkan. Oleh 

karena itu, sebelum tahun 2012 bagi perusahaan yang telah mampu menerapkan 

IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar akuntansi internasional tersebut. 

Dalam standar akuntansi internasional juga telah mengatur pengungkapan 

wajib dalam laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS 
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diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Sebagai contoh yaitu 

perusahaan emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan perusahaan 

BUMN. Menurut Gamayuni (2009), semua perusahaan go public dan 

multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang 

konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 

Januari 2012. 

Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS 

maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (Full Disclosure). 

Pengungkapan dilakukan dengan membuat laporan keuangan atau laporan 

tahunan (Annual Report). Pengungkapan dalam annual report merupakan salah 

satu isu penting di dunia pasar modal. Annual report merupakan salah satu 

sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham dan investor untuk 

menentukan tujuan investasi mereka (Belkaoui, 2000). 

Semakin meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan yang dilakukan 

oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh manfaat yang positif. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Choi dan Mueller (1997) 

bahwa: 

Meningkatnya pengungkapan dalam perusahaan akan meningkatkan 
distribusi probabilitas subyektif dari hasil yang diharapkan suatu sekuritas di mata 
para investor dengan mengurangi ketidakpastian (resiko) yang berhubungan 
dengan aliran pengembalian tersebut. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang 
memiliki kinerja di atas rata-rata industri, pengungkapan yang lebih baik 
cenderung meningkatkan kepentingan relatif yang ditempatkan para investor pada 
data-data perusahaan tersebut. 
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Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat dua sifat 

pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Mandatory disclosure mengacu 

pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya 

ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan 

akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan voluntary disclosure merupakan 

informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 

2008). 

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui 

ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 

2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan 

perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat 

menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran 

kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010). 

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin 

perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu 

diperlukan suatu sistem institusional yaitu corporate governance untuk 

mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengungkapan 

corporate governance dalam laporan tahunan harus dilakukan oleh suatu 

perusahaan karena struktur corporate governance di setiap negara berbeda-beda. 

Menurut Hertanti (dikutip oleh Nafisah, 2011), arah perubahan sosial masyarakat 

Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip corporate governance bagi para 
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pebisnis membuat isu pengungkapan semakin relevan untuk dikaji karena nilai 

keutamaan yang ada dalam corporate governance adalah transparancy, 

responsibility, fairness dan accountability. 

Corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan 

mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau 

komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 

2009). Menurut Nofianti (2009), good corporate governance (GCG) diperlukan 

untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS masih jarang 

dilakukan di Indonesia, namun di luar negeri sudah banyak yang melakukan 

penelitian tersebut. Al Akra et al. (2010) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan 

kepemilikan akibat privatisasi pada kepatuhan pengungkapan wajib. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa reformasi regulasi pengungkapan menghasilkan 

pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Selain 

itu penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi pemerintahan melalui mandat 

komite audit muncul sebagai penentu yang signifikan dari kepatuhan terhadap 

persyaratan pengungkapan wajib. Pada penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et 

al. (2010) variabel struktur corporate governance yang digunakan hanya terbatas 

pada ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit. 

Di Indonesia penelitian dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) yang 

meneliti tentang tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi International 
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Financial Reporting Standard (IFRS) di perusahaan jasa, serta pengaruh dari 

struktur corporate governance (CG) dengan tingkat kepatuhan pengungkapan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur corporate governance 

mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Variabel 

struktur tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kepatuhan adalah proporsi 

komisaris independen dan jumlah komite audit. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan struktur 

corporate governance yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan 

konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Struktur corporate 

governance merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang 

menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang 

menjalankan perusahaan (Prawinandi et al., 2012). Inti corporate governance di 

Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 2001). Oleh karena itu, struktur 

corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan 

komisaris serta komite audit yang merupakan suatu komite di bawah dewan 

komisaris. 

Penelitian Al Akra et al. (2010) telah meneliti tentang pengaruh regulasi 

pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan, akibat 

privatisasi, pada kepatuhan pengungkapan wajib dari sampel 80 perusahaan 

nonkeuangan. Namun, terdapat kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Al 

Akra et al. (2010), yaitu terkait hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan 

untuk pasar lain di luar negara Yordania. Hal ini dikarenakan pada penelitian yang 
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dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) masih didasarkan pada pasar geografis 

tunggal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) adalah perbedaan lokasi dan sampel. 

Penelitian Al Akra et al. (2010) menggunakan lokasi pada negara Yordania 

dengan menggunakan perusahaan nonkeuangan sebagai sampel penelitian. 

Sementara penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan jasa yang telah go 

public di Indonesia. Objek penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan 

keuangan terutama berfokus pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan. 

Penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi komprehensif karena laporan laba 

rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh stakeholders 

dalam annual report sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. 

Selain itu,  laporan laba rugi komprehensif juga menggambarkan kinerja 

perusahaan dalam satu periode pelaporan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis bagaimana struktur corporate governance perusahaan berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba 

rugi komprehensif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan konvergensi IFRS yang berfokus pada laporan laba rugi 

komprehensif dan struktur corporate governance. Struktur corporate governance 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, 

proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan 

komisaris, dan jumlah rapat komite audit. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Semua perusahaan go public dan multinasional di Indonesia diwajibkan 

untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk 

penyusunan laporan keuangan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 

(Gamayuni, 2009). Permasalahan akan muncul apabila suatu perusahaan belum 

mampu menerapkan standar akuntansi keuangan yang konvergen dengan IFRS. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka akan 

muncul pertanyaan penelitian, yaitu apakah corporate governance yang dalam 

penelitian ini direpresentasikan oleh jumlah anggota dewan komisaris, proporsi 

komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan 

komisaris, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis  pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi 

komprehensif. 

2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi 

komprehensif. 

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi 

komprehensif. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi 

komprehensif. 

5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap tingkat 

kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi 

komprehensif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan jasa yang telah go public, penelitian ini dapat 

memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai 

mekanisme corporate governance kaitannya dengan tingkat kepatuhan 

pengungkapan. 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan 

kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat 

digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun 

standar pengungkapan wajib yang lebih baik. 

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur corporate governance 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. 



 

 

9 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai 

penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini berisi penjelasan informasi 

secara singkat mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Sistematika 

penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

 

Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

Bab II Telaah Pustaka 

Bab telaah pustaka memberikan penjelasan tentang landasan teori yang 

berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentang penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran teoritis untuk memberi penjelasan secara logis 

maksud dari penelitian, dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis. 

 

Bab III Metode Penelitian 

Bab metode penelitian memberikan penjelasan tentang desain penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 
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Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab hasil dan pembahasan memberikan penjelasan tentang deskripsi objek 

penelitian, analisis data yang menjelaskan hasil olahan data sesuai alat dan 

teknik analisis yang digunakan dan interpretasi hasil penelitian. 

 

Bab V Penutup 

Bab penutup memberikan penjelasan tentang simpulan dari hasil 

pengolahan data, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 Dalam bagian ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi dilakukannya 

penelitian ini. Mulai dari pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

konvergensi IFRS, struktur corporate governance dan teori agensi. 

2.1.1 Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) Konvergensi IFRS 

 Menurut pendapat Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat dua sifat 

pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan 

(required/regulated/mandatory disclosure) dan pengungkapan yang bersifat 

sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang 

diharuskan oleh peraturan atau ketentuan seperti yang dikeluarkan oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia atau oleh 

organisasi profesi akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengungkapan sukarela merupakan 

pengungkapan tambahan yang melebihi dari pengungkapan yang diwajibkan 

(Farichah, 2009). 

Mandatory disclosure bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna 

laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan 

terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan 
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dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan 

kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar 

untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010). Informasi yang diungkapkan berguna 

bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka-angka dalam 

laporan keuangan. 

Konvergensi dalam standar akuntansi keuangan merupakan suatu proses 

untuk menyesuaikan standar akuntansi yang digunakan di negara lain dengan 

kondisi yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini, konvergensi IFRS adalah suatu 

proses untuk menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS. 

Konvergensi IFRS merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia sebagai anggota dari The Group of Twenty (G20 Forum) di Washington 

DC pada tanggal 15 November 2008. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari 

IFAC yang harus tunduk pada SMO (Statement of Membership Obligation) yaitu 

dengan menerapkan IFRS. 

Gamayuni (2009) mengungkapkan bahwa, IFRS (International Financial 

Reporting Standard) merupakan suatu upaya untuk memperkuat arsitektur 

keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya 

transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan 

keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimasukan dalam 

laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang: (1) 

Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang 

periode yang disajikan., (2) menyediakan titik awal yang memadai untuk 
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akuntansi yang berdasarkan pada IFRS., (3) dapat dihasilkan dengan biaya yang 

tidak melebihi manfaat untuk para pengguna (Gamayuni, 2009). 

Di negara Yordania telah mengembangkan kerangka tata kelola 

perusahaan yang bekerja sama dengan Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD). Salah satu bagian dari kerangka tata kelola perusahaan 

di Yordania adalah prinsip persyaratan pengungkapan umum. Persyaratan 

pengungkapan umum mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

dengan tepat waktu yang berisi semua hal material mengenai korporasi, standar 

yang tinggi untuk pelaporan keuangan, pelaksanaan audit laporan keuangan oleh 

auditor independen di setiap tahunnya, saluran komunikasi yang efektif untuk 

kewajaran dan penyebaran informasi perusahaan lain dengan tepat waktu, serta 

ketetapan analisis dan saran oleh para ahli eksternal. Pada umumnya Yordania 

mengikuti prinsip yang mewajibkan penggunaan IFRS, mewajibkan semua 

laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor eksternal, dan mandat dari komite 

audit (Al Akra et al., 2010).  

2.1.2 Struktur Corporate Governance 

 FCGI (2001) mengungkapkan bahwa, corporate governance adalah 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta 

para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengendalikan perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan di Yordania terdapat 
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empat prinsip penting dengan analisis perbandingan terhadap kode OECD. Empat 

prinsip tersebut antara lain; hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil 

terhadap pemegang saham, peran stakeholder dalam tata kelola perusahaan, 

persyaratan pengungkapan umum, dan tanggung jawab dewan. 

 Corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan 

mengingat seringnya terjadi konflik  kepentingan antara pemegang saham atau 

komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan. Corporate governance 

dapat membawa manfaat bagi perusahaan antara lain; meminimalkan agency cost, 

meminimalkan cost of capital, meningkatkan nilai saham perusahaan, serta 

mengangkat citra perusahaan (Hamzah dan Suparjan, 2009). 

 Hamzah dan Suparjan (2009) mengungkapkan bahwa, walaupun banyak 

manfaat yang diperoleh melalui corporate governance, tetapi minat dunia usaha 

terhadap pengembangan wacana dan praktek good corporate governance masih 

rendah. Hal tersebut dapat terlihat dari rendahnya partisipasi perusahaan publik 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk ikut dalam survey Corporate 

Governance Perception Index tahun 2002, yaitu hanya 10% dari populasi. 

Pelaksanaan good corporate governance sangat diperlukan untuk memenuhi 

kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat mutlak dalam 

menjalankan bisnis mereka. 

Indonesia menganut sistem dua tingkat atau Two Tiers System, artinya 

perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan 

komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (FCGI, 2001). Struktur 
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corporate governance merupakan dua badan terpisah yang melaksanakan fungsi 

tata kelola perusahaan dalam hal pengawasan dan pihak yang menjalankan 

perusahaan. 

 Prinsip corporate governance yang baik harus didasarkan pada lima hal, 

yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness. 

Asas good corporate governance tersebut menurut Peraturan Menteri Negara 

BUMN Nomor: PER – 01/MBU/2011, yaitu: 

1. Transparansi (Transparency) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan. 

 Prinsip transparency merupakan prinsip penting dalam corporate 

governance kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi karena saat 

pengambilan keputusan ekonomi semua pihak harus mengetahui latar 

belakang, alasan dan kegunaan dari keputusan yang akan diambil. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

Prinsip akuntabilitas menutut jawaban dan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan pada suatu fungsi karena 
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dalam kata accountability mengandung makna answerability, liability, dan 

responsibility. 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Dalam hal ini sangat penting bagi kegiatan operasional perusahaan 

untuk mengikuti atau memenuhi ketentuan perundang-undangan yang 

telah diatur oleh negara.  

4. Kemandirian (Independency) 

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan perngaruh/tekanan dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

Prinsip kemandirian dan prinsip pertanggungjawaban saling 

berkaitan. Dengan dijalankannya prinsip kemandirian maka perusahaan 

akan dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya benturan kepentingan di antara berbagai pihak. 
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5. Kewajaran (Fairness) 

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku 

Kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini perusahaan harus memberikan jaminan dan 

perlakuan yang sama  terhadap stakeholder untuk menghindari terjadinya 

konflik dengan menginformasikan semua hak dan kewajiban serta 

kewenangan dari masing-masing stakeholder. 

Konvergensi IFRS di Indonesia belum cukup untuk memberikan jaminan 

atas tingkat kepatuhan pengungkapan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem 

untuk mengawasi kinerja perusahaan dan menjamin bahwa perusahaan 

mengungkapkan informasi yang bersifat material. 

2.1.2.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris 

 Menurut FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari corporate 

governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. 

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 

2006, disebutkan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut 

sistem dua badan (two-board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang 
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mempunyai wewenang  dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya 

masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan (fiduciary responsibility). 

 

 

 

Gambar 2.1 
Struktur Two Tiers System yang diterapkan di Indonesia 

(sumber : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) 

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

juga disebutkan bahwa jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah satu 

orang. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang 

saham, direksi, dan dewan komisaris. Pengangkatan maupun pemberhentian 

dewan direksi dan dewan komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang 

saham. Selanjutnya, dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab 

terhadap RUPS. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberi 

nasihat kepada dewan direksi. 

2.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen 

 Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak 

terafiliasi. FCGI (2001) menyatakan bahwa, kriteria komisaris independen di 

Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang outside 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

DEWAN KOMISARIS DEWAN DIREKSI 
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directors, di mana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi 

dalam dewan komisaris. 

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 

2006, dijelaskan bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar 

mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai 

latar belakang akuntansi atau keuangan. Semakin besar jumlah komisaris 

independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan oleh 

komisaris independen akan semakin berkualitas dan akan meningkatkan 

transparansi dalam pelaporan keuangan.  

2.1.2.3 Jumlah Anggota Komite Audit 

 FCGI (2001) mengungkapkan bahwa, agar dapat menjalankan fungsinya 

di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu 

membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya 

adalah komite audit. Komite audit dipandang sebagai suatu komite dalam 

perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen untuk 

menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang mungkin 

akan merugikan stakeholders. Berdasarkan Peraturan Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-

kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. 
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Menurut Hukum Efek 2002 (dikutip oleh Al Akra et al., 2010), anggota 

komite audit bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan perusahaan dengan 

persyaratan pengungkapan wajib. Komite audit bertugas memberikan pendapat 

profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-

hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi 

hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Trisnawati, 2009). 

 Komite audit selain bertugas dalam melakukan pengawasan kinerja 

manajemen juga berperan penting sebagai penghubung antara pemegang saham 

dengan dewan komisaris untuk menghindari masalah pengendalian internal 

perusahaan. Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, disebutkan bahwa komite audit bertugas 

membantu dewan komisaris untuk memastikan: 

a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. 

c. Pelaksanaan audit internal meupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku. 

d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

2.1.2.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

 Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris 
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sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan 

bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun, Dewan Komisaris tidak 

diperbolehkan untuk turut berperan dalam pengambilan keputusan operasional. 

 Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-

01/MBU/2011 disebutkan bahwa, rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara 

berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut 

Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Besarnya intensitas pertemuan 

yang diadakan oleh Dewan Komisaris diharapkan akan mampu meningkatkan 

kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. 

2.1.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit 

 Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggotanya agar 

dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, 

pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan (Ratnasari, 2011). Rapat 

Komite Audit yang sering diadakan diharapkan akan dapat meningkatkan 

pengungkapan wajib IFRS. 

 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 dalam peraturan 

nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite 

audit dijelaskan bahwa, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 

sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang 

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. 
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2.1.3 Teori Agensi (Agency Theory) 

 Menurut Herawaty (2008), corporate governance yang merupakan konsep 

yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk 

memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas 

dana yang mereka investasikan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai 

sistem checks and balances, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang 

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka kepada semua 

pemangku kepentingan mereka dan bertindak dalam cara yang bertanggungjawab 

secara sosial dalam semua bidang kegiatan bisnis mereka (Solomon, 2007). 

 Pemisahan kepemilikan antara principal dengan agen cenderung akan 

menimbulkan konflik keagenan. Sama halnya dengan investor dan manajemen 

perusahaan. Manajemen harus dapat meyakinkan investor bahwa pihaknya tidak 

akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena 

itu, manajemen perusahaan melakukan pengungkapan informasi kinerja 

manajemen dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada 

investor. 

 Mutmainah (2006) berpendapat bahwa, teori agensi memudahkan 

antisipasi atas konsekuensi logis dengan menyediakan suatu kerangka untuk 

pemahaman dan selanjutnya meramalkan perilaku. Selain itu Mutmainah (2006) 

menjelaskan bahwa, kekuatan utama teori agen adalah kemampuannya 

menyediakan desain pengendalian yang secara simultan membantu meningkatkan 

kesejahteraan kedua belah pihak. 
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 Penerapan konsep corporate governance diharapkan memberikan 

kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik 

(pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan 

melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat 

meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan 

(Ratnasari, 2011). Penggunaan teori agensi relevan untuk penelitian ini karena 

teori agensi menganggap bahwa seseorang memiliki banyak peran dalam 

organisasi. Selanjutnya teori agensi berasumsi bahwa pandangan kontraktual dari 

perilaku manusia dapat memberikan ramalan atau gambaran tentang konsekuensi 

logis secara tepat. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya berkaitan dengan pengaruh struktur corporate governance terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. 

 Al Akra et al., (2010), melakukan penelitian yang menguji pengaruh 

regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan 

kepemilikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Menggunakan sampel 80 

perusahaan nonkeuangan di Yordania penelitian ini menggunakan checklist 

berdasarkan International Financial Reporting Standar (IFRS) yang berlaku pada 

tahun 1996 dan 2004. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kepatuhan pengungkapan dengan IFRS secara signifikan lebih tinggi pada tahun 
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2004 dibandingkan tahun 1996. Reformasi regulasi  pengungkapan menghasilkan 

pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Selain 

itu, reformasi pemerintahan melalui mandat komite audit muncul sebagai penentu 

signifikan dari kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan wajib. 

  Ettredge et al. (2010), melakukan penelitian dengan menguji pengaruh 

ukuran perusahaan, kualitas tata kelola perusahaan, berita buruk, kelas auditor 

eksternal terhadap kepatuhan pengungkapan. Metode analisis yang digunakan 

adalah uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan-

perusahaan yang tidak patuh memiliki kualitas tata kelola perusahaan yang lebih 

rendah dan kurang membutuhkan pendanaan eksternal, tetapi tidak lebih kecil 

dari kepatuhan perusahaan kontrol. Kepatuhan berhubungan negatif terkait 

dengan berita buruk. 

 Penelitian dilakukan oleh Utami et al. (2012), yang melakukan penelitian 

tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS 

kaitannya dengan mekanisme corporate governance. Pengukuran tingkat 

kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode dikotomis, yaitu menggunakan item yang terkandung 

dalam presentasi IFRS dan daftar pengungkapan yang berasal dari kantor akuntan 

publik Deloitte. Hasil uji regresi berganda membuktikan bahwa mekanisme 

corporate governance mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 

IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan  pengungkapan  

wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 
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 Prawinandi et al. (2012) juga melakukan penelitian tentang pengaruh 

struktur corporate governance terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 

konvergensi IFRS. Uji regresi berganda membuktikan bahwa struktur corporate 

governance mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi 

IFRS. Variabel struktur corporate governance yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan yaitu proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan dalam hasil penelitian. Selain itu perbedaan juga 

terdapat pada objek perusahaan dan variabel yang digunakan dalam penelitian 

mengenai pengaruh corporate governance terhadap tingkat kepatuhan 

pengungkapan konvergensi IFRS. Terdapat kelemahan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Al Akra et al. (2010), yaitu hasil penelitian yang tidak dapat 

digeneralisasikan untuk pasar di luar negara Yordania. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Utami et al. (2012) dan Prawinandi et al. (2012) kelemahan 

terdapat pada hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi untuk semua 

perusahaan.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Al Akra et al. (2010) dan Prawinandi et al. (2012). Perbedaan terdapat pada 

variabel penelitian, selain menggunakan variabel jumlah anggota dewan 

komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit 

sebagai variabel independen yang juga digunakan oleh Prawinandi et al. (2012) 

penelitian ini menggunakan variabel jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah 
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rapat komite audit. Penelitian ini juga memperbarui tahun penelitian yaitu dengan 

mengambil data pada tahun 2010, 2011, dan 2012.  

Tabel 2.1 menjelaskan PSAK yang secara umum diterapkan untuk laporan 

laba rugi komprehensif dan diungkapkan oleh perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan IAS 2, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 33 dan 37 untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan perusahaan terhadap PSAK yang telah konvergen dengan IFRS. IAS 

19 Employee Benefits tidak digunakan dalam penelitian ini karena checklist 

mandatory disclosure berlaku efektif mulai tahun 2013. 

 

Tabel 2.1 
PSAK yang telah konvergen dengan IFRS Terkait pada Laporan laba 

rugi komprehensif 

No. Nomor PSAK Nomor IAS 
Tanggal 
Efektif 

1. 
PSAK 14 (Rev. 2008) 
Persediaan  

IAS 2 Inventories 01-01-09 

2. 
PSAK 25 (Rev. 2009) Kebijakan 
Akuntansi, Perubahan Estimasi 
Akuntansi, dan Kesalahan 

IAS 8 Accounting 
Policies, Changes in 
Accounting Estimates and 
Errors. 

01-01-11 

3. 
PSAK 46 (Rev. 2010) Pajak 
Pendapatan 

IAS 12 Income Taxes 01-01-12 

4. 
PSAK 16 (Rev. 2007) Aset 
Tetap 

IAS 16 Property, Plant 
and Equipment 

01-01-08 

5. 
PSAK 23 (Rev. 2010) 
Pendapatan 

IAS18 Revenue 01-01-11 

6. 
ED PSAK 24 (Rev. 2010) 
Imbalan Kerja 

IAS 19 Employee Benefits 01-01-13 

7. 
PSAK 10 (Rev. 2010) Pengaruh 
Perubahan Kurs Mata Uang 
Asing 

IAS 21 The Effects of 
Changes in Foreign 
Exchange Rates 

01-01-12 

8. 
PSAK 7 (Rev. 2010) 
Pengungkapan Pihak-Pihak 
yang Berelasi 

IAS 24 Related Party 
Disclosure 

01-01-11 

9. 
PSAK 56 (Rev. 2010) Laba per 
Saham 

IAS 33 Earnings Per 
Share 

01-01-12 



 

 

27

10. 
PSAK 57 (Rev. 2009) Provisi, 
Liabilitas Kontijensi, dan Aset 
Kontijensi 

IAS 37 Provisions, 
Contingent Liabilities and 
Contingent Assets 

01-01-11 

Sumber: www.iaiglobal.or.id dan Deloitte IFRS Presentation and Disclosure 
Checklist 
 

Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih 

terdapat Research Gap terkait hasil penelitian terdahulu. Tabel berikut merupakan 

penjabaran Research Gap terkait hasil penelitian terdahulu. 

Tabel 2.2 
Research Gap 

Variabel 
Penelitian 

Nama Peneliti Hasil Penelitian 

Jumlah anggota 
dewan komisaris 

- Al Akra et al. 
(2010) 
 

- Prawinandi et 
al. (2012) 

- Jumlah anggota dewan komisaris 
berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan pengungkapan IFRS. 

- Jumlah anggota dewan komisaris 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan mandatory 
disclosure konvergensi IFRS. 

Proporsi Komisaris 
Independen 

- Prawinandi et 
al. (2012) 

 
 

 

- Utami et al. 
(2012) 

- Proporsi komisaris independen 
berpengaruh signifikan positif 
terhadap tingkat kepatuhan 
mandatory disclosure konvergensi 
IFRS. 

- Proporsi komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. 

Jumlah anggota 
komite audit 

- Al Akra et al. 
(2010) 

 
 

- Prawinandi et 
al. (2012) 

- Jumlah komite audit merupakan 
faktor yang berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan pengungkapan 
wajib IFRS. 

- Jumlah anggota komite audit 
berpengaruh signifikan negatif 
terhadap tingkat kepatuhan 
mandatory disclosure konvergensi 
IFRS. 
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Jumlah rapat dewan 
komisaris 

- Ettredge et al. 
(2010) 

 
 
 

- Utami et al. 
(2012) 

- Dewan komisaris yang lebih sering 
mengadakan pertemuan akan 
meningkatkan kepatuhan 
pengungkapan. 

- Jumlah rapat dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. 

Jumlah rapat komite 
audit 

- Ettredge et al. 
(2010) 
 
 

- Utami et al. 
(2012) 

- Frekuensi rapat komite audit 
berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan wajib IFRS. 

- Jumlah rapat komite audit tidak 
berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. 

2.2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya ditunjukan denngan menggunakan tabel yang terdiri atas 

Nama Peneliti, Variabel Penelitian, Alat Analisis dan Hasil Penelitian. 

Tabel 2.3 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama 
Peneliti 

Variabel Penelitian Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Al Akra et 
al., (2010) 

Variabel Independen 
Variabel corporate 
governance yang 
direpresentasikan 
dengan direktur non-
eksekutif, mandat 
komite audit, dan 
ukuran dewan 
komisaris; struktur 
kepemilikan. 

Variabel Dependen 
Regulasi 

Uji 
regresi 

berganda 

- Reformasi regulasi 
pengungkapan 
menghasilkan pengaruh 
yang paling signifikan 
terhadap kepatuhan 
pengungkapan wajib. 

- Reformasi 
pemerintahan melalui 
mandat komite audit 
muncul sebagai penentu 
signifikan dari 
kepatuhan terhadap 
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pengungkapan. 

Variabel Kontrol 
Ukuran perusahaan, 
leverage, 
profitabilitas, 
identitas perusahaan 
audit, likuiditas, jenis 
industri, daftar dan 
usia perusahaan. 

persyaratan 
pengungkapan wajib. 

2. Ettredge et 
al., (2010) 

Variabel Independen 
Ukuran perusahaan, 
kualitas tata kelola 
perusahaan, berita 
buruk, kelas auditor 
eksternal 
 
Variabel Dependen 
Kepatuhan 
Pengungkapan 
 
Variabel Kontrol 
Modal eksternal, 
kesehatan keuangan 
perusahaan 

Uji 
Regresi 
Logistik 

- Perusahaan-
perusahaan yang tidak 
patuh memiliki kualitas 
tata kelola perusahaan 
yang lebih rendah dan 
kurang membutuhkan 
pendanaan eksternal, 
tetapi tidak lebih kecil 
dari kepatuhan 
perusahaan kontrol. 

- Kepatuhan 
berhubungan negatif 
terkait dengan berita 
buruk. 

3. Utami et 
al., (2012) 

Variabel Independen 
Kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, jumlah 
rapat dewan 
komisaris, jumlah 
rapat komite audit, 
proporsi komisaris 
independen. 

Variabel Dependen 
Tingkat kepatuhan 
pengungkapan  wajib 
IFRS. 

Variabel Kontrol 
Leverage, 

Uji 
regresi 

berganda 

- Kepemilikan 
manajerial 
mempengaruhi tingkat 
kepatuhan 
pengungkapan wajib 

- Kepemilikan 
institusional 
mempengaruhi tingkat 
kepatuhan 
pengungkapan wajib. 
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profitabilitaas, tipe 
auditor. 

4. Prawinandi 
et al., 
(2012) 

Variabel Independen 
Struktur corporate 
governance: jumlah 
anggota dewan 
komisaris, proporsi 
komisaris 
independen, latar 
belakang pendidikan 
komisaris utama, 
proporsi komisaris 
wanita, jumlah 
anggota komite audit. 

Variabel Dependen 
Tingkat kepatuhan 
mandatory disclosure 
konvergensi IFRS. 

Variabel Kontrol 
Jumlah anggota 
dewan direksi 
profitabilitas, dan 
leverage. 

Uji 
regresi 

berganda 

- Proporsi komisaris 
independen 
mempengaruhi tingkat 
kepatuhan mandatory 
disclosure konvergensi 
IFRS. 

- Jumlah anggota 
komite audit 
mempengaruhi tingkat 
kepatuhan mandatory 
disclosure konvergensi 
IFRS. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh 

struktur corporate governance terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan 

konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Melalui gambaran 

kerangka pemikiran berikut, diharapkan variabel independen yang terdiri atas 

jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota 

komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit akan 

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. 

Di bawah ini digambarkan hubungan masing-masing variabel:  
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Variabel Independen                   Variabel Dependen 

 H2 (+) 

 H3 (+) 

  

 

Variabel Kontrol 

 

 

 
Gambar 2.2 

Skema Kerangka Pemikiran 

2.4 Perumusan Hipotesis 

 Pada bagian ini akan diuraikan hipotesis-hipotesis penelitian yang 

dilengkapi oleh argumentasi yang mendasari penentuan hipotesis. Dalam 

penelitian ini terdapat lima hipotesis, yaitu: 

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris 

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. 

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan 

dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberi nasihat kepada 

dewan direksi. 

Jumlah anggota dewan komisaris 

Proporsi komisaris independen 

Jumlah anggota komite audit 

Jumlah rapat dewan komisaris 

Jumlah rapat komite audit 

 

 
 
 
 

Tingkat kepatuhan 
pengungkapan 

konvergensi IFRS 
pada laporan laba 
rugi komprehensif 

Leverage 

Profitabilitas 

Likuiditas 

H1(+) 

  H4 (+) 

H5 (+) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) 

menunjukkan bahwa, jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi 

IFRS. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan sulit mencapai 

kesepakatan dalam pengambilan keputusan, di sisi lain dengan jumlah 

anggota dewan komisaris yang kecil maka fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan komisaris tidak maksimal. Fungsi pengawasan 

dewan komisaris yang tidak maksimal mengakibatkan tingkat kepatuhan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib menjadi rendah. 

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan 

antara principal dan manajemen. Manajemen harus dapat meyakinkan 

investor bahwa manajemen tidak akan menyalahgunakan dana yang telah 

diinvestasikan. Dalam hal ini manajemen perusahaan dengan jumlah 

anggota dewan komisaris yang besar akan memudahkan untuk mengawasi 

dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memantau kinerja Chief 

Executif Officer (CEO) sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam 

suatu perusahaan diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan 

pengungkapan IFRS. Penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) 

menunjukkan bahwa, jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh 

positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan. 

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu: 
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H1 : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS 

pada laporan laba rugi komprehensif. 

2. Proporsi Komisaris Independen 

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-

01/MBU/2011 disebutkan bahwa, dalam komposisi Dewan Komisaris , 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan 

Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan 

pengangkatannya. Keberadaan Komisaris Independen dipandang lebih 

efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan suatu perusahaan dengan 

menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. 

Menurut Sutedi (dikutip dari Utami, 2012), ketentuan minimum 

dewan komisaris independen sebesar 30% belum cukup untuk membuat 

komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan yang diambil oleh 

dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2012) 

menunjukkan bahwa, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. 

 Agency theory menjelaskan perlunya praktik pengungkapan 

laporan keuangan oleh manajemen kepada para pemegang saham, investor 

maupun pihak lain yang berkepentingan (Diyanti, 2010). Praktik 

pengungkapan perlu dilakukan untuk menghindari asimetri informasi 

antara manajemen dengan stakeholders. Dalam hal ini proporsi komisaris 

independen memegang peran penting dalam perusahaan untuk melakukan 
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pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meningkatkan 

transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) pada perusahaan jasa di 

Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, proporsi 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

pengungkapan konvergensi IFRS.  

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu: 

H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS 

pada laporan laba rugi komprehensif. 

3. Jumlah Anggota Komite Audit 

Perusahaan go public di Indonesia diwajibkan memiliki komite 

audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris 

terhadap laporan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh dewan direksi 

kepada dewan komisaris. Membangun peran komite audit yang efektif 

tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara 

keseluruhan di suatu perusahaan dimana independensi, transparansi dan 

disclosure,  akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi 

prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Alijoyo, 2003). 

Jumlah anggota komite audit yang terlalu besar mengakibatkan 

tugas pengawasan menjadi tidak efektif karena koordinasi dan komunikasi 

antar anggota sulit terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. 

(2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh 
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signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure 

konvergensi IFRS. 

Dalam praktik corporate governance, teori agensi mensyaratkan 

untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari 

konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini  anggota komite 

audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan 

keuangan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, semakin besar jumlah 

anggota komite audit maka akan semakin mempengaruhi tingkat 

kepatuhan pengungkapan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Al Akra et al. (2010) menunjukkan bahwa jumlah komite audit adalah 

faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.  

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu: 

H3 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS 

pada laporan laba rugi komprehensif. 

4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

Dalam Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011, disebutkan bahwa Dewan 

Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 

mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada 

Direksi. Dalam hal ini, kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris akan 
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dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris 

dalam rapat yang secara rutin diadakan. 

Efektivitas rapat dewan komisaris penting untuk memonitor 

perusahaan.  Namun apabila dalam rapat terdapat komisaris yang 

mendominasi dan hanya mementingkan kepentingan pribadi maka jumlah 

rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak dapat berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan. Hal ini sejalan dengan penelitian Utami 

et al. (2012), jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. 

Berdasarkan teori agensi, agen harus mampu memberikan 

keyakinan kepada investor, bahwa agen tidak akan menyalahgunakan dana 

yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, agar manajemen 

dapat memberi keyakinan kepada investor maka diperlukan pertemuan 

rutin dewan komisaris. Hal ini dilakukan agar dewan komisaris dapat terus 

memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas 

dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi 

terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan 

memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam 

melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan. Pernyataan itu sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge et al. (2010) yang 

menunjukkan bahwa, pertemuan yang sering diadakan oleh Dewan 

Komisaris akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.  

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu: 
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H4 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS 

pada laporan laba rugi komprehensif. 

5. Jumlah Rapat Komite Audit 

Menurut Alijoyo (2003), Komite Audit harus mengadakan rapat 

sedikitnya satu kali setiap kuartal. Hal ini menyiratkan bahwa komite audit 

wajib mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam tiga bulan agar 

dapat memantau tugas dan fungsi dari Komite Audit tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2012) menunjukkan 

bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Jumlah rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan dapat disebabkan 

karena perusahaan tidak menjalin koordinasi yang baik dengan auditor 

eksternal maupun dengan manajemen perusahaan. Koordinasi yang kurang 

dalam pelaksanaan rapat komite audit mengakibatkan fungsi pengawasan 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan menjadi rendah. 

Teori agensi mensyaratkan pengungkapan yang lengkap dan jelas 

dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, agar dapat memberikan 

transparansi dalam laporan keuangan maka perlu didukung oleh adanya 

agenda program kerja tahunan dari komite audit serta keteraturan rapat 

yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi 

intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan 
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meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Ettredge et al. (2010) menyimpulkan 

bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan.  

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas, yaitu: 

H5 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada 

laporan laba rugi komprehensif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Sekaran (2003) mengungkapkan bahwa, hipotesis dapat didefinisikan 

sebagai hubungan dugaan logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Penelitian ini menggunakan desain 

pengujian hipotesis karena bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh 

corporate governance yang diproksikan oleh jumlah anggota dewan komisaris, 

proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan 

komisaris , jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan 

konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Masing-masing pengukuran  variabel adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen yang digunakan dalam panelitian ini adalah tingkat 

kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. 

Identifikaasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan Deloitte IFRS 

Presenstation and Disclosure Checklist yang diperoleh dari situs 

www.iasplus.com. Beberapa item dipilih dari checklist tersebut dan disesuaikan 
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dengan PSAK yang berlaku di Indonesia dan penerapannya wajib pada tahun 

2010, 2011 dan 2012. 

 Pengukuran variabel pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan 

laba rugi komprehensif menggunakan teknik scoring, yaitu jika item yang perlu 

diungkapkan dapat diterapkan (applicable) dalam perusahaan dan item tersebut 

diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan 

diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan 

diberi tanda N/A (Not Applicable). 

 

 

Pengukuran skor pengungkapan wajib ini sesuai dengan penelitian dari 

Prawinandi (2012), di mana MANDSCRBY merupakan skor pengungkapan 

konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan B pada tahun 

Y, SCRBY merupakan jumlah item yang diungkapkan perusahaan B pada tahun Y, 

MAX BY merupakan nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan B pada 

tahun Y.  

3.2.2 Variabel Independen 

3.2.2.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris 

 Jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar akan lebih efektif jika 

dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang kecil. Banyaknya 

anggota dewan komisaris dapat menghasilkan kemampuan pengawasan yang 

       ∑ SCRBY 
MANDSCRBY =              x 100% 
       ∑ MAX BY 
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lebih baik. Menurut KNKG (2006), jumlah anggota dewan komisaris diukur 

dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah 

satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) 

dengan perusahaan. 

3.2.2.2 Proporsi Komisaris Independen 

  Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Indikator proporsi 

komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan  oleh Wardhani (2006) yaitu proporsi komisaris 

independen dibandingkan dengan total jumlah komisaris dalam suatu perusahaan 

di periode t. 

3.2.2.3 Jumlah Anggota Komite Audit 

 Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh KNKG (2006) disebutkan bahwa jumlah anggota Komite Audit 

harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan 

efektifitas dalam pengambilan keputusan. Salah satu dari anggota Komite Audit 

memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. 

Pada penelitian ini indikator untuk mengukur jumlah anggota komite audit sesuai 
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dengan penelitian Zaluki dan Hussin (dikutip oleh Prawinandi et al., 2012) yaitu 

jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. 

3.2.2.4 Jumlah Rapat Dewan  Komisaris 

 Menurut Corporate Governance Guidelines (dikutip oleh Utami et al., 

2012), dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat 

dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisaris 

mengadakan pertemuan setidaknya satu kali dalam setiap bulan. Penelitian ini 

menggunakan indikator untuk mengukur jumlah rapat dewan komisairs sesuai 

dengan penelitian Ettredge et al. (2010) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh 

dewan komisaris dalam satu tahun. 

3.2.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit 

Pertemuan komite audit adalah tempat bagi direksi untuk membahas 

proses pelaporan keuangan dan itu adalah tempat di mana proses pengawasan 

pelaporan keuangan terjadi (Nor et al., 2010). Dalam Peraturan Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan 

rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan 

Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam penelitian ini, indikator 

untuk mengukur jumlah rapat komite audit yang digunakan sesuai dengan 

penelitian Ettredge et al. (2010) yaitu jumlah rapat komite audit yang 

diselenggarakan dalam jangka waktu satu tahun. 
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3.2.3 Variabel Kontrol 

 Penelitian ini menggunakan variabel kontrol leverage, likuiditas, dan 

profitabilitas. Variabel kontrol dalam penelitian ini digunakan agar pengaruh 

variabel  independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. 

3.2.3.1 Leverage 

 Leverage adalah pengukuran besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang 

(Utami, 2012). Perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menyediakan 

informasi yang lebih komprehensif dan membutuhkan biaya yang lebih besar 

(Diyanti, 2010). Hal ini dapat diartikan bahwa dengan leverage yang tinggi maka 

perusahaan akan mengeluarkan biaya pengawasan yang juga tinggi. Dalam 

penelitian ini, indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Prawinandi et al. 

(2012) yaitu dengan menggunakan rasio total utang terhadap total ekuitas 

perusahaan. 

3.2.3.2 Likuiditas 

 Menurut Diyanti (2010), likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, 

tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan 

perusahaan. Sisi yang lain menjelaskan bahwa, likuiditas yang rendah maka 

perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya 

dalam menjelaskan kinerja manajemen yang tidak baik. Dalam penelitian ini, 
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indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Al Akra et al. (2010) yaitu 

dengan menggunakan rasio current assets terhadap current liabilities. 

3.2.3.3 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan (Diyanti, 2010). Pada umumnya perusahaan memperoleh laba 

dari aktivitas penjualan maupun aktivitas investasi. Dalam penelitian ini, indikator 

yang digunakan sesuai dengan penelitian Al Akra et al. (2010) yaitu dengan 

menggunakan return on equity (ROE). 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Pemilihan tahun 2010 

dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia dalam tahap adopsi standar akuntansi 

keuangan yang berbasis IFRS, sedangkan pada tahun 2011 merupakan tahap 

persiapan akhir pengimplementasian PSAK berbasis IFRS dan tahun 2012 adalah 

tahun di mana dilakkukan evaluasi secara komprehensif terhadap penggunaan 

PSAK berbasis IFRS. Jumlah anggota populasi dalam penelitian ini, yaitu 

sebanyak 236 perusahaan. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan 

tujuan penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
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adalah perusahaan jasa yang menyediakan annual report dan laporan keuangan ke 

BEI dan juga mengungkapkan struktur corprate governance dalam annual 

reportnya. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan, yaitu sebanyak 40 perusahaan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa annual report dan laporan keuangan. Sumber data ini dapat diperoleh dari 

situs www.idx.co.id. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi 

menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari annual report dan laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 

2011 dan  2012. Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari situs 

www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.6 Metode Analisis 

 Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif 

dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS release 16. 



 

 

46

3.6.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2011).  

3.6.2 Pengujian Hipotesis 

 Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya goodness of fit dapat diukur 

dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan 

statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah kritis (daerah di mana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana Ho diterima 

(Ghozali, 2011). Persamaan regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

MANDSCR = b0 + b1DWNKOM + b2KOMIND + b3KMTAUD + b4RPTDWN + 

b5RPTAUD + b6LEV + b7LIK + b8PROF + e  

 Keterangan Notasi Persamaan Regresi Berganda : 

 MANDSCR = Mandatory Disclosure IFRS 

 DWNKOM = Jumlah anggota Dewan Komisaris 

 KOMIND = Proporsi Komisaris Independen 

 KMTAUD = Jumlah Anggota Komite Audit 

 RPTDWN = Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

 RPTAUD = Jumlah Rapat Komite Audit 
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 LEV  = Leverage 

 LIK  = Likuiditas 

 PROF  = Profitabilitas 

 b0  = Konsatnta 

 b1 – b8  = Koefisien Regresi 

 e  = error  

3.6.2.1 Analisis Regresi 

Menurut Gujarati (dikutip oleh Ghozali, 2011), analisis regresi pada 

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai 

rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen (Ghozali, 2011). 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 
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koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011). 

2. Uji Signifikan Simultan (Nilai F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat 

(Ghozali, 2011). 

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Nilai t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t dilakukan dengan cara 

Quick look dan membandingkan nilai t terhadap titik kritis menurut tabel. 

Penggunaan cara quick look kita akan menerima hipotesis alternatif, 

dengan menyatakan bahwa varibel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. Begitu pula jika nilai statistik t hasil 

perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka hipotesis 

alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 
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3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, serta tabel Kolmogorov-smirnov menunjukkan tingkat 

signifikansi di atas 5% maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, serta tabel Kolmogorov-smirnov menunjukkan tingkat 

signifikansi di bawah 5% maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan  untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal (Ghozali, 2011). Toleransi value VIF (variance inflation factor) 

digunakan untuk melakukan uji multikolonieritas. Jika hasilnya menunjukan 

bahwa tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolonieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah apabila hasilnya tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan cara melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residualnya. 
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4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Dalam penelitian 

ini uji Durbin Watson digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi 

dalam model analisis regresi. 

 

 




